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ABSTRAK

Korupsi sangat merugikan keuangan negara, dan merupakan pelanggaran
terhadap  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat. Karena  keinginan  rakyat
menciplakan pemerintahan dan penyelengparaan nepara yang bersih dari KKN,
maka seloruh hania benda pejabat penyelenggasaon negara harus dilaporkan
sebelum, selama dan sesuwdah menjabat. Temnyata kekayaaan penyelenggara
negara bunyak dipereleh dari hadiah dan hibah vang jumlshnya tidak sedikit
diterima saat menjabat. Permasalshan dalam tlisan ini adalah 1) Apakah kriteria
pratifikasi sebagai lindak pidana korupsi, 2) Apakah perbedaan tindak pidana suap
dalarn KUHP dengan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, 3) Bagaimanakah perkembangan sanksi pidana  terhadap
penerima dan pemberi gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didapat
hasil penelitian bahwa kriteria pratifikasi sebagai tindak pidana korupsi yaitu 1)
Diberikan kepada pegawal negeri atau penyelengpara negara, 2) Berhubungan
dengan jabatan. berlawanan denpgan kewajiban atau tugas, 3) Tidak dilaparkan ke
KPK dalam wakiu 30 hari sejak diterima, 4) Ada yang bernilai Rp 10.000.000,-
atau lebib pembuktian oleh terdakwa, sedangkan vang bemilai kurang dari Rp
10.000.000,- oleh JPU. Perbedaan tindak pidana suvap dalam KUHP dengan
gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vait :
1) Pembuktian dalam tindak pidana suap adalah pembuktian biasa, sedangkan
graufikasi terdapat 2 buah jenis yaitu pembuktian biasa dan penbukiian terbalik,
2} Aparat yang berwenang menangani tindak pidana suap dalam KUHP adalah
kepalisian dan JPU, sedangkan pratifikasi adalab KPK dan JPU, 3) KUHP tdak
mengatur - kewajiban  melaporkan,  sedanpkan  pratifikasi, penerima wajib
melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK, 4) Obyek suap dalam KUHP,
berupa uang dan harapg, alaupun janji memberikan ataw melakukan sesuatu
sedangkan  gratifikasi, berupa wang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan. perjalanan wisata. pengobatan cuma-
cuma dan fasilitas fainnya yang diterima dalam negeri atau luar negeri, dilakukan
dengan sarana atau tanpa sarana elektronik {Penjelasan 128 ayat (1) Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001), 5) Jumlah obvek suap dalam KUUP tidak
ditentukan, dalam  gratifikasi ada 2 jenis yaita bernilai kurang  dari Hp
10.000.000,- dan yang bernilai Rpy 10.000.000.- ataw lebih, 6) Sanksi pidana
KUHF dijatubkan secara kumulatif alternatii’ {pidana penjara dan/atau denda),
sedangkan gratifikesi  secara kumulatif. Dalam perkembangan sanksi, awalnya
RUHP menyeragambkan sanksi pidana sampai dengan merumuskan delik dan
sanksi pidana baru dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2001, Sckarang
pemenotah periy melekukan pendekatin edukatif kepads masyarakar agar
masyarakal dapat memahami konsep perbuatan mencrima  gratifikasi vang
dianggap menerima suap.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palam Pasal | avat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan
“Negara Republik Indonesia adalah negara hukoam®, Hal ini berart baliwa negars
Indonesin adalah negara wang menjadikan hukum sehagai panglima dal
kehidupan berhangsa dan bernegara sehingga sepala perbuatan yang melange
hukum harus ditindak  secara legas menurut aturan hukum vang herlaku,
herdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Megara sebagai suatu oreanisasi dalam  suatu wilayah yang da
memaksakan kekuasasnnya secara sah terhadap sermua polongan masyarakat atal
Lekuasaan lainoya melalul perpanjangan tangai, vailu para aparal pemernab
negara, khususnya pars aparal pencgak hakum seperti palisi, jaksa. hakim dan lan
schagainva. Para apart penegak hukum dalanm menjalankan fagasnya mMermpany sl
tanppung jawah untuk menghormatt, melindungi, memenahi dan mempromosikan
Hak Asusi Manusia  {selanjutnya disingkat HAM) bagi sclarub  lapias
mzsvarakat. Schagaimana discbutkan dalam simposium mengenai RogaE MEERVIY
vang diadakan di Jakana Giban 1966, ciri-ciri nepara hukum adalab

|, Penpakuan dan perlindungan balehiak nsasi manusia vons monSanGung
persamaan dalamn bidang politik, hukum, sosial, chonomi dan kebudaysan.
5 Beradilan yang bebas dan tdak memihak serta tidak dipengaruhi oleh

gty kekuasaan atan kekuatan apa pun juga,



3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya. ™

Dengan kata lain hukum dibentuk guna menjadi pedoman warga nevan
dan aparal pemerintah negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa
bernegara, dan mentaati segala hukum yang berlaku guna menegabkan hukum o
cendiri. Hukum menctapkan apa vang hares dilakukan dan atay apa yang |
dilakukan serta vang dilarang. Sassran hukum yang hendak ditujue bukan sz
orang vang nyala-nyata berbuat melawan hukem, melainkan juga perbuaiai
bk vanp mungkin akan terjadi. dan kepada alat perlengkapan negara urs '
bertindak  menuni Sukum. Sigem bekerjanyva hukum vang demikian it
merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam  kehidupan
masyarakat. selain ite dapat jugas mengakibatkan perubahan kondisi - sosia
masvarakat vang memiliki dampak sosial negatif, tenutama menyvangkut masalah
peningkatan tindsk pidana yang mercsaiikan masvarakat, Salah satn tindak picana
yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak
hanya merugikan Kouangan nogara. tetapt juga merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ckonomi masyarakat.

Meeara Republik Indonesia schagai negara yang sedang berkembang harus
Lamsisten dalam penceakan hukum, terutama dalam hal menangzani kasus-Kasis
Lorupsi vane diakin schagai keiahaian luar Siasa (exfra ordinary crimel. Kasus
korupsi teeschist hanvak merusak sendi-sendi kehidupan vano ada di dalam

masvarakan  ketidakstabilan ckanomi. kokacasan pohitik. kchancuran ruiral

4 Rogali Abdullal dan Sokamio Satolo. Fumps Dare Peran Peradilan Tata Usnha Negara Jambi ;
UMBARL 190 Hal 7



hangsa Indenesia, Karena sifal luar biasa iwlah masalah korupsi harus menadi
prioritas utama untuk diselesaikan terlebib dahuly, apar tidak ambah meroszk
kesejahteraan dan moral rakvat Indoncsia.

Selain it tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam “The white collar
crime” (kejabatan kerah putih). Hal ini discbabkan karena pelakunya cenderung
mengeunakan peralatan vang cangpih serta biasanva dilakukan oleh lebih dari
satu orang secara terorgamisit, sistematis dan tersclubung, Sehingga sulit juga
uruk pembuktian dan pemberantasan tindak pidana korupsi terscbot, Upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanah bangsa Indonesia, dan
telal dituangkan di dalam Ketetapan MPROR1 Ne. XUMPRAS98 tentang
Penyelenggarasn Megara Yang Peraib dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{selanjutnyva disingkat KRN

Amanah ini kemudian ditindzklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Ne. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Forupsi dan

Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 tontang

HL
_

Perubahan Atas Undang-Undang
Mo, 31 Tahon 1999 semtane Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Akan totapi,
kenvataannyva sampai sckarang ini komupsi di negara Republik Indonesia tidak
juga berkurang, babkan dimsakan condeming meningkat. Korupsi  tambah
merajalela kendati toiah banvak acranckat hukum vang mengatumys. Tlal im
menunjukkan tidak sempurnanva Kinerja neranekat hukum pidana vang ada.
khusustva vang monoaiur entang tindask pidand korupsi.

forupsi di neesm Republik Indoncsia sudah merupakan hal yang tidak

danat ditolerie lagi di dalam kelidupan berbungsa dan bemepana. Kominsi sangat



mengakar dan berkembany secara sistematis, sampai-sampai kita harus mengali]
hahwa karupsi telah berkembangbiak di dalam tatanan kehidupan bangsa ind
Perbuatan korupsi sudah tefjadi pada semua bidang tata pemesintzban, batk 10
cksekutif, legislatf, maupun yudikatif. Perbualan korupsi vang dilakukan aleh
hadan-hadan ini tdak menghargai kedaulatan bukum  yanp scharusnya suo
menjadi cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Tetapi perbuatan biaddan-
badan tersebut lebih mementingkan status sosial i pelaku kerupst (koruptod)
dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya.

Tangpung jawab pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyal
helum tercapai, karena biaya pembangunan nasional sering disalahgunakan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan mercka i sering dengan
maksud untuk memperkaya dirl sendini ataupun orang lain atay korporasi yang
secara langsunp  ataupun  tidsk  moerugikan  kouangan o negara dengan
menvalahgenskan kewenangan, kesempatan $iai sarans yang ada karena jabatan
dan kedudukannya.

Korpsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak banya
dapat memperlancar prosedur  admiristrasi  tetapi juga herakibat  adanys
kesenpajaan untuk memperlanhat proses administrasi apar dengan demikian
dapat menerima  uang  suap. [ samping itw pelaksanaan  rencana-rencend
pembangunan yang telah diputuskan dipersulit atau diperlambat karena atasan-
algsan vang sama. Dalam  bidang chomomi korupsi dapat mengakibatkan
keterpurkan kesejahteraan rakvat. angparan  negara  tidak diperounakan

sehapaimana moestinya  schingoea periumbuhan ckonomi semakin mETdsol
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BARB IV

PENUTUP

Simpulan

koriteria gratifikas: yvang dianggap sebagai delik suap tindsk pidana karup:

adalah apabils

e §
LR

Dibertkan kepada pegawal neperi atau penyelenppars negara. Pegawai
negert yang termasuk dalam pengertian pegawai negert yang diatur dalan
Pazal 1 angka [ Undang-Undang No 43 Tatun 1999 tentang pakok-pokok
kepegawaian di sini juga termasuk hakin, jaksa, polisi serta penvelengeara
negarn vang distue dalam Penjelasan Pasal 5 avat (2} Undang-Undang Mo
200 Tahun 2001 yang maknanys diperluas lagi sehinpga termasuk sepertl

DPR, BPK, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri.

- Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya.  Gratifikasi vang diberikan berkaitan dengan jabatan atan
bertentangan dengan kewajibannya dapat diketahui atau dibuktikan dari
segala hal atau keadaan objektif sekitar objek {jemis dan nilai) dan
perbuatan {cara dan saat gratifikesi diberikan, termasuk kausa pemberian)

keadaan-keadaarn it

. Gratifikasi tersebut tidal: dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak diterima, Menurot Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 20
Tahun 2001, pratifikasi tidak diangaap sebagai suap apahila penerima

pratifikasi melaporkan pratifikast yang diterimanyva kepada KPE. Laparan

74



dimatosid wajih dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga
pulub) hari kecjs terhitung sejak gratifikasi teesebot diterimanya.

Adanya gratifikasi vang bernilal Rp LOO00.00K- (sepuluh jula rupall)

=

atan lebih pembuktian bahwa gratifikasi #u bukan suap dilakukan olebh
terdakwa, sedangkan pratilikasi vang bermilal kurang dari Rp 10080000, -
{sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratilikasi adalah seap dilakuken

aleh Penuniat Umun.

2, Perhedaan mendasar tindak pidana suap dalam KUHP dengan
oratifikasi dalam undang — undang tindak pidana korupsi antara lain :

a. Pembuktian. Dalam hal terjadinya tindak pidana suap cara pembakiizn
vang dipakal untuk membuktikan apakah terjadi tindak pidana suap atzo
tidak adalah cara pembukitian biasa dimana jaksa penuntut umum secara
aktif berkewajiban mengemukakan alat-alat bukti yang mendukung di
depan pengadilan, Sedangkan pembuktian gratifikasi yang diatur dalam
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 terdapat 2 buah jenis pembukiian
vaitn pembuktian biasa vang dilakukan olch penuntul wmuem untuk
membuktikan gratifikasi vang nilainya kurang Ep 10,000,000~ (sepulub
juta rupiah], dan cara penbuktian terbalik berlaku untuk nilai gratifikasi Rp
10H000,000,- {sepulub juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa untuk
membuktikan bahwa gralifikas: tersebot adalah bukan merupakan suap.

b, Aparat vang berwenang, Dalam tindakan pidana suap pada KUHDP, aparat
hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah

kepolisiazn dan Jaksa Penuntol Umum (Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP)L
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